BAB IlII

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana
telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire
standar kerja tidak dilaksanakan secara tegas sebagaimana yang
diatur di dalam Peraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun sasaran kerja yang
telah disusun sebelumnya tetap dapat terealisasikan, hanya saja
dalam kaitannya dengan pelayanan publik masyarakat kadang
merasa terganggu karena sering kali pelayanan baru dapat
diberikan mulai pukul 10.00 WIT. Kurangnya tingkat kesadaran
Pegawai Negeri Sipil mengenai disiplin PNS dan sikap toleransi
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
menjadikan Pegawai Negeri Sipil terbiasa dalam menjalankan
tugas pelayanan publik dengan tidak berpatokan pada ketentuan
jam masuk kerja yang diatur di dalam peraturan perundang-
undangan, walaupun sasaran kerja dapat direalisasikan. Jadi,
Pegawai Negeri Sipil tidak menginginkan ketentuan jam masuk
kerja diterapkan secara tegas namun target atau sasaran kerjanya

tetap dilaksanakan.
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2. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan di kantor Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire telah dilakukan namun
belum secara maksimal. Penegakan hukum yang belum
diberlakukan secara maksmimal ini disebabkan oleh masih ada
sikap toleransi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
pelanggaran disiplin PNS.

B. Saran
Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum di kantor Badan Kepegawiaan Daerah
Kabupaten Nabire harus dilakukan dengan maksimal. Pengawasan
harus dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Apabila
sikap toleransi terhadap pelanggaran disiplin PNS ini tetap
berlangsung, maka pengawasan internal terhadap Pegawai Negeri
Sipil di kantor Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Nabire
inipun tidak akan membawa hasil yang baik bagi kantor Badan
Kepegawaian Kabupaten Nabire itu sendiri.

2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire diharapkan
melaksanakan pembinaan dan sosialisai terkait dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Disiplin PNS sehingga
Pegawai Negeri Sipil di sana mengetahui dan memahami aturan

hukum yang berlaku yang diharapkan dapat mengurangi dan



65

menghilangkan kebiasaan melakukan pelanggaran masuk jam kerja

serta kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil di sana.
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